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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Penerapan asas proporsioanliatas belum sepenuhnya diterapkan 

dalam kontrak kerja konstruksi. Hal ini masih menjadi persoalan serius 

dalam sektor jasa konstruksi. Penerapan asas proporsionalitas seringkali 

diabaikan dalam keseluruhan proses kontraktrual (pre-contractual, 

contractual, post-contractual). Pihak pengguna jasa kontruksi seringkali 

mendominasi kontrak kerja konstruksi sehingga kontrak kerja konstruksi 

tersebut dirancang atas dasar kepentingan bisnis.  

Pendistribusian hak dan kewajiban yang tidak berimbang dalam 

kontrak kerja konstruksi pada akhirnya menempatkan pihak penyedia jasa 

konstruksi pada posisi yang dirugikan. Hal ini terjadi karena peraturan 

perundang-undangan belum memberikan pengaturan serta penjabaran 

yang jelas terkait asas proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi. 

Ada banyak pengaturan dalam Undang-Undang Jasa dan Peraturan 

Presiden terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta aturan-atauran 

turunannya yang belum menunjukan adanya keberimbangan 

pendistribusian hak dan kewajiban antara pihak pengguna jasa 

konstrusidan pihak penyedia jasa konstruksi.  
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B. SARAN  

Berdasarkan pembahasan yang penulis kemukan pada bab terdahulu,  

1. Bagi Pemerintah;  

a. Lembaga Eksekutif maupun Lembaga Legislatif agar 

menyempurnakan lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Jasa kontruksi dengan memasukan asas proporporsionalitas 

sebagai salah satu asas penting dalam penyelenggaraan jasa 

kosntruksi.  

b. Lembaga Eksekutif harus menyempurnakan Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

dengan memasukan asas proporsionalitas sebagai salah satu asas 

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta memberikan 

penjabaran yang rinci dalam setiap pasalnya.  

2. Bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(LKPP), agar melakukan perbaikan dan perubahan terhadap Perlem 

LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. 

3. Bagi Penyedia Jasa, agar sungguh-sungguh memahami segala 

peraturan perundang-undangan mengenai penyelengaraan jasa 

konstruksi agar merugikan dirinya. 

4. Bagi Pengguna Jasa, agar menjunjung tinggi asas proporsionalitas 

dalam merancang kontrak baku kerja kontruksi. Pengguna jasa 

(swasta/pemerintah) tidak boleh memanfaatkan kekuatan tawarnya 
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untuk mendominasi keseluruhan klausul-klausul kontrak kerja 

kontruksi. 
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